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ABSTRAK 

 

ANALISIS FUNGSI KASN DALAM MEWUJUDKAN PENERAPAN 

SISTEM MERIT DALAM SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI 

PRATAMA DI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI RIAU  

 

Oleh: 

 

PELANGI STAUFANA 

11970520664 

 

Keberhasilan negara dalam pembangunan sangat tergantung pada 

kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan birokrasi 

pemerintahan. Salah satu hal terpenting untuk terwujudnya ASN yang berkualitas 

adalah diawali dengan pola sistem rekrutmen. Salah satu kewenangan KASN 

dalam pengawasan AN adalah mengawasi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi 

(JPT). Hal ini bertujuan untuk menekan terjadinya konflik kepentingan dalam 

pengisian JPT. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana fungsi 

pengawasan KASN dalam mewujudkan penerapan sistem merit dalam seleksi 

jabatan pimpinan tinggi pratama di pemerintah provinsi Riau. Dalam penelitian 

ini metode kualitatif dengan pendekatan yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif 

yang pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil 

dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem merit dalam seleksi 

jabatan pimpinan tinggi pratama dipemerintah provinsi Riau sudah sesuai 

dengan aturan perundang-undangan yang telah berlaku di Indonesia. Dalam 

tahapan seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama, tahapan lowongan, tahapan 

administrasi, tahapan seleksi kompetensi, tahapan penelusuran rekam jejak, 

pengumuman hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama dipemerintah 

provinsi riau sudah berjalan dengan optimal. Dapat di buktikan dengan adanya 

sistem informasi Jabatan Pimpinan Tinggi (SIJAPTI) KASN yang telah 

melakukan evaluasi dalam kebijakan seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama 

untuk menjamin perwujudan sistem merit serta pengawasan terhadap kode etik 

dan kode perilaku ASN. 

 

Kata kunci : Sistem merit, KASN, JPTP, kualitatif 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. 1 Latar Belakang 

Manajemen Aparatur Sipil Negara menjadi salah satu focus 

pembangunan pemerintah padah tahun 2020. Melalui kementrian Perencanaan 

Pembangunan Nasional/Bappenas telah disusun Rancangan Teknokratis 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RT-RPJMN) 2020-2024 

yang merupakan RPJMN tahap ke-4 dari Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2015. RPJMN 2020-2024 diarahkan untuk 

pengembangan SDM baik dari sector public (aparatur) maupun pemberdayaan 

dari sector non-publik untuk mencapai SDM yang berdaya saing ditingkat 

global. Upaya untuk mendudukung kebijakan Prioritas Pembangunan Bidang 

Aparatur ini KASN secara konsisten melakukan tugas dan fungsinya dalam 

mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik, dan kode prilaku ASN, serta 

penerapan sistem merit dalam kebijakan manajemen ASN pada instansi 

pemerintah  (Agus Pramusinto, 2019). 

Perananan strategis untuk mempercepat penerapan sistem merit 

diemban oleh KASN sebagai, lembaga nonstructural yang mandiri dan bebas 

dari interverensi politik, KASN diberikan tugas dalam UU No.5/2014 untuk 

mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik, dan kode perilaku serta 

penerapan sistem merit pada instansi pemerintah. Kegiatan pengawasn KASN 

sejatinya harus berguna sebagai bahan evaluasi penerapan sistem merit di 

Instansi Pemerintah agar berpogres ke level yang lebih baik. KASN 

menjalankan kewenangan untuk mengawasi setiap tahap proses seleksi 
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terbuka bagi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT). Disamping itu, KASN 

juga berwenang untuk menetapkan apakah suatu intstansi sudah menerapkan 

sistem merit dalam manajeman ASN di instansinya sehinggap dapat 

dikecualikan dari pelaksanaan seleksi terbuka. Salah satu upaya KASN untuk 

menjalankan kewenangannya, KASN telah melakukan penilaian penerapan 

sistem merit di lingkungan kementrian, Lembaga Pemerintah Non Kementrian 

dan Pemerintah Provinsi pada tahun 2018. Penilaian tersebut menjadi dasar 

bagi KASN untuk menyusun kebijakan dan strategi dalam meningkatkan 

penerapan sistem merit di Instansi Pemerintah  (Agus Pramusinto, 2019). 

Jabatan Pimpinana Tinggi Aparatur Sipil Negara adalah sekelompok 

jabatan tinggi pada instansi pemerintah. Jabatan pimpinanan tinggi berfungsi 

memimpin dan memotivasi setiap pegawai ASN pada instansi pemerintah. 

Jabatan pimpinanan tinggi hanya diduduki paling lama 5 (lima) tahaun dan 

dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompentensi 

dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan dan 

berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara. Jabatan pimpinan tinggi 

utama dan madya pada kementrian, kesekretariatan lembaga Negara, lembaga 

nonstruktural, dan instansi daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif. 

Pengisian jabatan pimpinana tinggi utama dan madya dilakukan pada tingkat 

nasional. Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka 

dan kompetitif pada tingkat nasional atau antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) 

provinsi (ASN, UU Nomor 5 tahun 2014).  

KASN diberikan kewenangan untuk mengawasi setiap proses 

manajemen ASN agar sesuai dengan sistem merit, yang salah satunya yaitu 
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mengawasi tahapan seleksi pengisian JPT. Pengawasan dilakukan dengan 

cara: 

1. Secara preventif: melaului sosialisai tata cara seleksi dan penerbitan 

rekomendasi terhadap pelaksanaan dan hasil seleksi; 

2. Secara represif: menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas dugaan 

terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan pengisian JPT  (hutomo, 2019). 

Pembangunan manajemen ASN untuk mewujudkan Birokrasi Berkelas 

Dunia yang Profesional, Berintegritas dan Netral sejatinya telah dimulai sejak 

kebijakan Sistem Merit dalam Manajemen ASN dilaksanakan. Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah 

dasar hukum yang dengan tegas mengamanatkan bahwa instansi pemerintah 

harus menerapkan sistem merit dalam manajemen ASN. Undang-Undang No. 

5 Tahun 2014 tersebut disusun sebagai bagian dari program reformasi 

birokrasi yang menjadi awalan bagi pemerintah untuk melakukan manajemen 

sumber daya aparatur Negara berbasis merit sistem dalam upaya 

meningkatkan profesionalitas, netralitas, integritas dan kinerja ASN. Di dalam 

UU tersebut, sistem merit didefinisiakn sebgai kebijakan dan manajemen ASN 

berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara 

adil dan wajar tanpa diskriminasi. Tujuan akhirnya adalah untuk mewujudkan 

birokrasi pemerintah yang efisien, efektif, bersih, bertanggung jawab dan 

melayani (Agus Pramusinto, 2019). 

Keberhasilan Negara dalam pembangunan sangat tergantung pada 

kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan birokrasi 

pemerintahan. Salah satu hal terpenting untuk terwujudnya ASN yang 
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berkualitas adalah diawali dengan pola sistem rekrutmen ASN, karena dari 

sistem rekrutmen dapat menekan terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan 

nepotisme dalam birokrasi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara memiliki konsep yang menekankan sistem merit salah 

satu kewenang KASN dalam pengawasan ASN adalah mengawasi pengisisan 

jabatan Pimpinan Tinggi (JPT). Hal ini bertujuan untuk menekan terjadinya 

konflik kepentingan dalam pengisian JPT. Fungsi Komisi Aparatur Sipil 

Negara (KASN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yakni 

melakukan pengawasan terhadap pemberlakuan kode etik dan kode perilaku 

ASN sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 

2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. KASN menerima laporan dari 

pimpinan lembaga/unit, ASN atau masyarakat tentang adanya pelanggaran 

kode etik, maka KASN memanggil yang bersangkutan untuk dilakukan Berita 

Acara Pemeriksaan atau BAP (wahyudihati M. , 2018). 

Fungsi KASN juga melakukan pengawasan terhadap kinerja pegawai 

ASN, melalui penerapan manajemen ASN yang dilakukan oleh instansi 

pemerintah. Akibat hukum yang timbul dari keputusan tersebut, yakni dari 

hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh KASN, maka KASN menyimpulkan 

bahwa ASN/PNS yang bersangkutan harus dilakukan pembinaan oleh bagian 

kepegawaian, agar yang berangkutan harus dilakukan pembinaan oleh bagian 

kepegawaian, agar yang bersangkutan menyadari dan mau merubah apa yang 

sudah dilakukannya (anggara, 2020). 

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menggelar forum konsultasi 

public (FKP) bertajuk “Refleksi Membangun Sistem Merit” FKP ini bertujuan 
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untuk mengetahui pandangan masyarakat mengenai sewindu perjalanan 

KASN dalam mengawasi pelaksanaan sistem merit di 719 instansi pemerintah 

di pusat dan daerah. Sebagai lembaga pengawas sampai dengan November 

2022, KASN telah menilai penerapan sistem merit di instansi pemerintah dan 

memastikan 217 di antaranya sudah memiliki kualitas penerapan sitem merit 

kategori baik ke atas. Adapun rincinannya adalah 33 kementrian, 19 lembaga 

pemerintah non kementrian (LPNK), 17 Lembaga lainnya, 22 pemerintah 

provinsi, dan 126 kabupaten/kota. Perbaikan yang berkelanjutan dan 

transformasi untuk mendorong terwujudnya penerapan sistem merit di seluruh 

instansi pemerintah. 

 Jika dianalisis lebih dalam, pada 2021 lalu, dari delapan aspek sistem 

merit, instansi pemerintah unggul dalam aspek pengadaan sebesar (nilai 

73,9%) dan perencanaan kebutuhan nilai (73,2%). Sementara itu, dua aspek 

lainnya, pengembang karier 31.0% dan aspek promosi serta mutasi, menjadi 

paling rendah dengan capaian dibawah 50%. Kondisi tersebut mencerminkan 

pengadaan dan perencanaan kebutuhan pegawai ASN telah sejalan dengan 

rambu-rambu sistem merit. Namun, di satu sisi pelaksaan pengembangan 

karier dan promosi serta mutasi masih menjadi perkerjaan rumah yang harus 

dipikirkan upaya peningkatannya. Berdasarkan kondisi tersebut KASN 

menggaris bawah penyebab rendahnya nilai dua aspek itu karena belum 

terbentuknya talent pool, rencana suksesi, dan pola karier instansi (Kristiadi, 

2022). 

Dalam pengawasan sistem merit, pelaksanaan seleksi terbuka salah 

satu cara untuk memilih pejabat pimpinan tinggi secara objektif dan 



6 

 

 

mngedepankan aspek keterbukaan dan kompetitif pengisian jabatan pimpinan 

tinggi (JPT), turut menjadi salah satu wewenang  KASN yang termasuk dalam 

Undang-Undang 5/2014 tentang ASN. Melalui hasil seleksi JPT yang 

kompetitif dan transparan, diharapkan dapat menjaring para pimpinan yang 

mampu mempercepat reformasi birokrasi. Penilaian penerapan sistem merit 

pada instansi pemerintah bahkan telah meyakinkan banyak menteri, kepala 

lembaga, dan kepala daerah untuk mengawal secara tuntas implementasi 

sistem merit di instansi masing-masing. Pembenahan dan perbaikan kualitas 

dari KASN perlu terus ditingkatkan (Kristiadi, 2022). 

KASN memiliki peran dalam sistem merit peran KASN memberikan 

penilaian dan masukan juga menjadi tolak ukur penting untuk penerapan 

sistem merit di instansi. Hal ini agar, penerapan sistem merit di instansi masuk 

ke dalam kategori sangat baik. Upaya untuk mendudukung kebijakan prioritas 

pembangunan Bidang Aparatur ini, KASN secara konsisten melakukan tugas 

dan fungsinya dalam mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik, dan 

kode perilaku ASN, serta penerapan sistem merit dalam kebijakan manajemen 

ASN pada instansi pemerintah. Pembangunan manajemen ASN untuk 

mewujudkan Birokrasi berkelas dunia yang profesional, Berintegrasi dan 

Netral sejatinya telah dimulai sejak kebijakan Sistem Merit dalam Manajemen 

ASN dilaksanakan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (ASN) adalah dasar hukum yang dengan tegas mengamanatkan 

bahwa instansi pemerintah harus menerapkan sistem merit dalam manajemen 

ASN.  
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Undang-undang No 5 Tahun 2014 tersebut disusun sebagai bagian dari 

program reformasi birokrasi yang menjadi awalan bagi pemerintah untuk 

melakukan manajemen sumber daya aparatur negara yang berbasis merit 

sistem dalam upaya meningkatkan profesionalitas, netralitas, integritas dan 

kinerja ASN. Sistem merit didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen 

ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan 

secara adil dan wajar tanpa diskriminasi. Tujuan akhirnya adalah untuk 

mewujudkan birokrasi pemerintah yang efesien, efektif, bersih, bertanggung 

jawab dan melayani. 

Berbagai masalah tersebut membuat birokrasi diisi oleh aparatur yang 

tidak kompeten dan memiliki mental foedal. Alhasil, pola birokrasi yang 

terbentuk adalah patrimonial. Dimana muncul perasaan paling tahu dan 

berkuasa dalam diri birokrat karena memiliki sumber daya pengetahuan dan 

wewenang. Dalam bahasa Rina Martini (2013:3) birokrasi ibarat entitas yang 

memiliki seluruh otoritas, sehingga layak untuk dipatuhi. Sedangkan 

masyarakat diposisikan sebagai entitas yang tidak berdauya dan harus tunduk 

terhadap peraturan yang dibuat entitas diatasnya. Pola macam ini berlangsung 

lama, sehingga birokrasi mendapat reputasi yang jelek di mata masyrakat. Tak 

jarang diakar rumput seringkali keluhan masyarakat terdengar menyoroti 

buruknya pelayanan publik. Sebagai frontliner pelayanan public, sudah tentu 

hal tersebut menjadi sinyalemen bahwa perubahan perlu segera dilakukan. 

Menurut masyarakat harus dilibatkan dalam reformasi birokrasi sehingga 

dapat ikut dalam mengawasi dan mendorong keberlangsungan reformasi 

birokrasi sehingga dapat ikut dalam mengawasi dan mendorong 
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keberlangsungan reformasi birokrasi. Selain itu untuk mensukseskan reformsi 

birokrasi membutuhkan dukungan dari politik yang kuat dan berkelanjutan, 

serta komitmen dari sebagi stakeholders. 

Kegialtaln pengalwalsaln KAlSN sejaltinyal halrus bergunal sebalgali balhaln 

evallualsi  peneralpaln sistem merit peneralpaln sistem sistem di intalnsi 

pemerintalh algalr berpogres ke level yalng lebih balik. Tetalpi keberaldalaln KAlSN 

selalmal ini dialnggalp memperbesalr allur birokralsi dallalm pengalwalsaln AlSN daln 

ditalkutkaln aldal lempalr kewenalngaln alntalral KAlSN daln kemenpaln-RB.tetalpi 

peraln KAlSN malsih salngalt penting terutalmal disitualsi sekalralng dimalnal balnyalk 

fungsi birokralsi yalng belum profesionall, KAlSN menjallalnkaln kewenalngaln 

untuk mengalwalsi setialp talhalp proses seleksi terbukal balgi pengisialn Jalbaltaln 

Pimpinaln Tinggi (JPT). 

Dallalm PP Nomor 17 Talhun 2020 palsall 107 dijelalskaln balhwal 

persyalraltaln untuk dalpalt dialngkalt dallalm JPT dalri kallalngaln PNS sebalgalimalnal 

dimalkalsud dallalm palsalr 105, JPT halrus memiliki kuallifikalsi pendidikaln palling 

rendalh salrjalnal altalu diplomal IV, daln memiliki pengallalmaln jalbaltaln yalng alkaln 

diduduki secalral kumulaltif palling singkalt selalmal 10 (sepuluh) talhun. 

Untuk mempercepalt taltal kelolal pemerintalhaln yalng balik, menciptalkaln 

birokralsi pemerintalh yalng profesionall dengaln kalralkterisrik aldalptif, 

berintegritals, berkinerjal tinggi, bersih daln bebals KKN, malmpu melalyalni 

publik, Netrall, sejalhteral, berdedikalsi, daln memegalng teguh nilali-nilali dalsalr 

daln kode etik AlSN. Malkal perlu dilalkukaln reformalsi birokralsi di seluruh 

Kementerialn, Lembalgal daln Pemerintalh Daleralh. Pemerintalh menetalpkaln 

Peralturaln Presiden Nomor 81 Talhun 2010 tentalng Gralnd Design Reformalsi 
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Birokralsi 2010-2025 sebalgali pedomaln balgi Kementerialn, Lembalgal, daln 

Pemerintalh Daleralh dallalm mewujudkaln taltal kelolal pemerintalhaln yalng balik 

(oglando, 2016). 

Menteri Pendalyalgunalaln Alpalraltur Negalral Daln Reformalsi Birokralsi 

menerbitkaln Peralturaln Menteri Pendalyalgunalaln Alpalraltur Negalral Daln 

Reformalsi Birokralsi disingkalt (Permenpaln RB) Nomor 20 Talhun 2010 

tentalng Roald Malp Reformalsi Birokralsi 2010-2014, kemudialn diperbalhalrui 

lalgi menjaldi Permenpaln RB No 11 Talhun 2015 tentalng Roald Malp Reformalsi 

Birokralsi 2015 - 2019. Sesuali almalnalt oleh Peralturaln Presiden Nomor 81 

Talhun 2010 Palsall (4) balhwal “Pelalksalnalaln operalsionall gralnd design reformalsi 

birokralsi 2010-2025 alkaln ditualngkaln dallalm roald malp reformalsi birokralsi 

yalng ditetalpkaln limal talhun sekalli oleh Menteri Pendalyalgunalaln Alpalraltur 

Negalral Daln Reformalsi Birokralsi”. 

Dallalm pengelolalaln daln pengembalngaln AlSN, yalng merupalkaln balgialn 

dalri reformalsi birokralsi. Pemerintalh menerbitkaln Undalng-undalng Nomor 5 

talhun 2014 Tentalng Alpalraltur Sipil Negalral yalng bialsal disebut dengaln (UU 

AlSN) perubalhaln altals Undalng-Undalng Nomor 43 Talhun 1999 daln Undalng-

Undalng Nomor 8 Talhun 1974 tentalng Pokok-Pokok Kepegalwalialn. 3 UU AlSN 

Palsall 51 mengaltalkaln balhwal “Malnaljemen AlSN yalng diselenggalralkaln 

berdalsalrkaln Sistem Merit.” Sistem merit merupa lkaln sualtu kebijalkaln 

malnaljemen AlSN berdalsalr paldal kompetensi, kuallifiikalsi, kinerjal secalral aldil 

daln waljalr, talnpal membedalkaln laltalr belalkalng rals, walrnal kulit, algalmal, alsall 

usul, politik, umur, jenis kelalmin, staltus pernikalhaln, daln kecalcaltaln. Upalyal 

pengembalngaln kalrir AlSN dilalkukaln dengaln memperhaltikaln kompetensi, 

kuallifikalsi, penilalialn kerjal daln kebutuhaln instalnsi pemerintalh.  
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Empalt Perubalhaln Undalng-Undalng tentalng kepegalwalialn memalng 

salngalt diperlukaln untuk mewujudkaln  AlSN yalng berkuallitals daln 

berkompetensi aldalpun peralturaln yalng melalndalsi hall ini aldallalh Undalng-

undalng No 43 Talhun 1999 Tentalng Pokok-pokok Kepegalwalialn dengaln tujualn 

membentuk Pegalwali Negeri Sipil yalng memiliki kemalmpualn professionall daln 

bertalnggung jalwalb dallalm menyelenggalralkaln tugals pemerintalhaln daln 

pembalngunaln dalri korupsi,kolusi daln nepotisme. Kemudialn UU Kepegalwalialn 

ini di rubalh menjaldi Undalng-undalng No 5 Talhun 2014 tentalng Alpalraltur Sipil 

Negalral dalsalr Hukum ini sebalgali lalndalsaln penyelenggalralaln pemerintalhaln. 

Sebalgali sumber dalyal malnusial yalng bertugals dallalm melalyalni kepentingaln 

publik memiliki alndil dallalm mereallisalsikaln penyelenggalralaln tugals 

pemerintalhaln daln pelalksalaln pembalngunaln nalsionall. Terselenggalralnyal 

pembalngunaln nalsionall salngalt tergalntung paldal kemalmpualn daln kesempurnalaln 

alpalraltur Negalral. 

Seleksi terbukal praltalmal dallalm caltaltaln KAlSN selalmal talhun 2015 

dallalm ralngkal proses seleksi terbukal JPT aldal 58 kementrialn/lembalgal yalng 

sudalh mengaljukaln usulaln rencalnal seleksi dengaln memintal rekomendalsi 

KAlSN. Kemudialn, aldal 20 pemerintalh Provinsi, daln 282 Kalbupalten/Kotal yalng 

melalkukaln Konsultalsi. KAlSN mengelualrkaln tigal kaltegori untuk memberikaln 

rekomendalsi terkalit proses seleksi terbukal JPT tersebut. sekalligus 

menyelenggalral almalnalt UU AlSN,gunal mengisi sejumlalh jalbaltaln JPT Praltalmal 

paldal talhun 2015 sekalligus menyelenggalralkaln almalnalt UU AlSN,gunal mengisi 

sejumlalh jalbaltaln JPT Praltalmal yalng kosong. Dengaln berpedomaln paldal 

Permenpaln RB Nomor 13 Talhun 2014 tentalng taltal calral pengisis jalbaltaln 

pimpinaln Tinggi secalral Terbukal di Lingkungaln Instalnsi Pemerintalh. 
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Sallalh dalri peneralpaln sistem merit melallui UU AlSN aldallalh 

diberlalkukalnnyal seleksi terbukal balgi pengisialn Jalbaltaln Pimpinaln Tinggi 

(JPT), balik di level pusalt malupun daleralh (Provinsi/Kalbupalten/Kotal). Hall itu 

dilalkukaln berdalsalrkaln almalnalt Palsall 108 s.d. 115 UU AlSN. Di dallalm alturaln 

tersebut menetalpkaln balhwal setialp talhalpaln pelalksalnalaln seleksi terbukal JPT 

halrus menghalsilkaln 3 (tigal) nalmal terbalik untuk selalnjutnyal Pejalbalt Pembinal 

Kepegalwalialn (PPK) (Presiden, Pimpinaln Kementerialn/Lembalgal Pusalt, 

Gubernur, Bupalti, Wallikotal) memilih saltu dialntalral ketigal nalmal tersebut. 

Sesuali dengaln almalnalt Palsall 25 alyalt (2) huruf b UU AlSN, pelalksalnalaln sistem 

merit di Indonesial khususnyal dallalm mengalwalsi proses pelalksalnalaln seleksi 

terbukal JPT sebalgali “perubalhaln besalr” di dallalm mewujudkaln semalngalt merit, 

malkal dibentuk sebualh komisi yalitu Komisi Alpalraltur Sipil Negalral (KAlSN).  

KAlSN memiliki wewenalng untuk melalkukaln monitoring daln evallualsi 

pelalksalnalaln kebijalkaln daln Malnaljemen AlSN untuk menjalmin perwujudaln 

Sistem Merit sertal pengalwalsaln terhaldalp peneralpaln alsals sertal kode etik daln 

kode perilalku AlSN. Sesuali dengaln ketentualn Palsall 112 s.d. 115 UU AlSN 

yalng telalh dikemukalkaln di altals, seleksi terbukal yalng dilalkukaln oleh Palnitial 

Seleksi alkaln menghalsilkaln altalu mengerucut paldal 3 (tigal) nalmal terbalik pesertal 

seleksi, lallu paldal alkhirnyal ketigal nalmal tersebut alkaln dipilih 1 (saltu) oleh PPK 

untuk kemudialn dilalntik menjaldi JPT. Alkaln tetalpi ketentualn tersebut justru 

memberikaln rualng balgi PPK untuk memilih JPT sesuali dengaln keinginalnnyal 

wallalupun pilihalnnyal itu tidalk menduduki peringkalt pertalmal halsil seleksi.  

Paldal pelalksalnalaln system seleksi terbukal aldalnyal kekuralngaln 

keterlibaltaln KAlSN dallalm proses pelalksalnalaln seleksi terbukal.Sehinggal KAlSN 

halnyal menerimal lalporaln alkhir pelalksalnalaln dalri seleksi JPTP oleh BKD kotal. 
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Dallalm UU AlSN Palsall 32 menyaltalkaln balhwal wewenalng KAlSN mengalwalsi 

setialp talhalpaln proses pengisisaln Jalbaltaln Pimpinaln Tinggi mulali dalri 

pembentukaln palnitial seleksi instalnsi, pengumumumaln lowongaln, pelalksalnalaln 

seleksi, pengusulaln nalmal callon, penetalpaln, daln pelalntikaln Pejalbalt Pimpinaln 

Tinggi. Dengaln demikialn falktal yalng terjaldi dilalpalngaln tidalk aldalnyal 

keterlibaltaln KAlSN paldal setialp mekalnisme seleksi terbuka l(Oetari, Delita, 

2020). 

Malsih balnyalknyal kalsus yalng ditemukaln dallalm proses seleksi jalbaltaln 

pimpinaln tinggi praltalmal, dallalm ralngkal promosi alsn yalng dilalkukaln secalral 

Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). 

Tabel 1.1 Permasalahan kasus 

No Judul Kalsus Permalsallalhaln Kalsus 

1. Kalsus Sualp Lelalng Jalbaltaln Menyeret 

Bupalti Balngkallaln 

(Sumber : 

https://nalsionall.tempo.co/almp/166577

3/4-falktal-kalsus-sualp-lelalng-jalbaltaln-

yalng-menyeret-bupalti-balngkallaln ) 

Terjaldinyal dugalaln sualp yalng dilalkukaln oleh 

bupalti balngkallaln berupal pemberialn daln 

penerimalaln haldialh altalu jalnji oleh 

penyelenggalralaln Negalral altalu mewalkili perihall 

lelalng jalbaltaln. 

2. Sualp juall beli jalbaltaln yalng terus 

berulalng di Proballinggo, Jalwal Timur. 

(Sumber : 

https://almp.kompals.com/nalsionall/reald

/2021/08/31/14091641/sualp-juall-beli-

jalbaltaln-yalng-terus-berulalng ) 

Terjaldinyal kalsus dugalaln korupsi penerimalaln 

sesualtu oleh penyelenggalral Negalral altalu mewalkili 

terkalit seleksi jalbaltaln di lingkungaln pemerintalh 

kalbupalten proballinggo talhun 2019 

3. Kepallal daleralh tersalndung kalsus sualp 

juall beli jalbaltaln, alpal allalsalnnyal ? 

(Sumber : 

https://nalsionall.tempo.co/almp/162299

6/lalgi-lalgi-kepallal-daleralh-tersalndung-

kalsus-sualp-juall-beli-jalbaltaln-alpal-

allalsalnnyal ) 

KPK mengungkalpkaln 430 kepallal daleralh menjaldi 

tersalngkal kalsus korupsi. Sepersepuluh 

dialntalralnyal terdugal sualp juall beli jalbaltaln.  Daln 

aldalnyal dugalaln pralktik sualp lelalng jalbaltaln yalng 

dilalkukaln kepallal daleralh. 

Sumber: Data olahan penulis, 2023 

Untuk memperkualt KAlSN ke depaln, secalral kelembalgalaln perlu 

dilalkukaln evallualsi terlebih dalhulu. Disalmping itu, perlu dilalkukaln 

komunikalsi dengaln seluruh stalkeholders yalng terkalit. Melihalt sejalralh 

dibentuknyal KAlSN daln tujualn yalng ingin dicalpali, salyal melihalt KAlSN 
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memalng sehalrusnyal diperkualt. Kallau KAlSN halnya sebatasl mengalwalsil, malkal 

kuralng kualt. Dallalm hall ini, halrus aldal otoritals, yalng lebih supalyal pengalwalsaln 

berjallaln efektif. Halrus aldal otoritals, balru KAlSN memiliki kemalmpualn dallalm 

membalngun birokralsi yalng unggul (Zuhro, Prof Dr Siti). 

Paldal halkikaltnyal KAlSN dallalm melalksalnalkaln sallalh saltu fungsinyal 

yalitu melalkukaln pengalwalsaln melallui prosedur yalng berlalku daln yalng 

ditentukaln oleh undalng-undalng. Dallalm hall ini penelitialn bertujualn melalkukaln 

evallualsi berbalgali segi tentalng Fungsi, Tugals, daln Wewenalng KAlSN yalng 

menjaldi sallalh saltu alspek untuk menentukaln efektivitals orgalnisalsi publik 

aldallalh kejelalsaln tentalng fungsi, tugals daln wewenalngnyal dallalm peralturaln 

perundalng-undalngaln yalng mengalturnyal untuk dalpalt menentukaln kelelualsalaln 

orgalnisalsi untuk mencalpali visi daln misinyal. Talmpalk balhwal fungsi, tugals, daln 

wewenalng KAlSN palsall 30, Palsall 31, daln Palsall 32 belum memaldali untuk 

talmpil membenalhi benalng kusut permalsallalhaln ke AlSN-aln.Sehubungaln 

dengaln ini peneliti ingin melihalt secalral hukum mengenali pengalwalsaln yalng 

dilalkukaln oleh KAlSN dallalm ralngkal melalkukaln pengalwalsaln terhaldalp perilalku 

pegalwali AlSN dallalm hall melalkukaln perbualtaln yalng dialnggalp melalnggalr 

alturaln undalng-undalng yalng berlalku.  

 Konsep yang terdapat sistem merit tidak akan berjalan dengan 

sempurna jika tidak dibarengi dengan pengawasan proses seleksi yang ketat 

sehingga Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dapat terjamin kaulifikasi dan 

legalitasnya. Maka diharapkan dengan adanya system merit dapat 

meminimalisir bahkan mencegah penyelahgunaan jabatan. Untuk itu 
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penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Manajemen Sistem Merit Aparatur Sipil 

Negara Dalam pengawasan Pimpinan Tertinggi Pratama. 

Dalri beberalpal permalsallalhaln dialtals, penulis tertalrik untuk melalkukaln 

penelitialn dallalm bentuk skripsi dengaln judul  : “Alnallisis Fungsi Pengalwalsaln 

KAlSN Dallalm Ralngkal Mewujudkaln Sistem Merit Dallalm Seleksi Jalbaltaln 

Pimpinaln Tinggi Praltalmal (JPTP)”. 

 

1. 2 Rumusaln Malsallalh  

Berdalsalrkaln laltalr belalkalng penelitialn dialtals dalpalt dirumuskaln malsallalh 

sebalgali berikut:  

1. Balgalimalnal fungsi pengalwalsaln KAlSN dallalm mewujudkaln peneralpaln 

sistem merit dallalm seleksi jalbaltaln pimpinaln tinggi praltalmal di pemerintalh 

daleralh Provinsi Riaul? 

 

1. 3 Tujualn Penelitialn 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, adapun tujuan penelititan 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetalhui fungsi pengalwalsaln KAlSN dallalm mewujudkaln 

peneralpaln sistem merit dallalm seleksi jalbaltaln pimpinaln tinggi praltalmal di 

pemerintalh daleralh Provinsi Riau l…\ 

 

1. 4 Malnfalalt Penelitialn 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 
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Secalral teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberikan ilmu 

pengetahuan serta menjadi panduan dalam fungsi pengawasan KASN 

dalam mewujudkan penerapan sistem merit dalam seleksi jabatan 

pimpinan tinggi pratama di pemerintah daerah provinsi riau. 

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi Mahasiswa, dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan 

khususnya mahasiswa yang ingin mengkaji mengenai bagaimana 

fungsi pengawasan KASN dalam mewujudkan penerapan sistem merit 

dalam seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama di pemerintah daerah 

provinsi riau. 

b) Bagi pemerintah, dapat memberikan pengetahuan serta masukan dalam 

melakukan pelaksanaan fungsi pengawasan KASN dalam mewujudkan 

penerapan sistem merit dalam seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama 

di pemerintah daerah provinsi riau. 

Agar penulisan dalam penelitian ini lebih terstruktur dan terarah, 

penelitian ini tersusun atas beberapa bab dan sub bab. Adapun sistematika 

penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dijelaskan pendahuluan dari penelitian ini yang 

meliputi latar belakang yang mendasari permasalahan, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika 

penulisan. 
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BAB II KAJIAN LITERATUR 

Pada bab ini berisi mengenai kajian induktif dan deduktif terkait 

penelitian dan teori yang relevan. Bab ini akan menjadi dasar teori 

yang digunakan dalam penelitian. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai uraian kerangka dan bagan 

alur penelitian, Teknik yang dilakukan, dan data yang akan dikaji 

serta cara analisis yang akan digunakan. 

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Pada bab ini berisi tentang data yang di peroleh selama penelitian 

dan bagaimana mengelolah data tersebut sesuai dengan metode 

yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan. 

BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini membahas hasil pengolahan data serta pemberian 

rekomendasi yang kemudian berfungsi sebagai bahan mendapatkan 

kesimpulan guna menjawab tujuan penelitian. 

BAB VI PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh 

melalui pembahasan penelitian serta saran yang dibuat berdasarkan 

pengalaman dan pertimbangan penulis yang diajukan kepada 

perusahaan dan kepada para peneliti dalam bidang sejenis. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAlB II 

LAlNDAlSAlN TEORI 

 

2. 1 Aldministralsi Kepegalwalialn 

Aldministralsi kepegalwalialn aldallalh pengelolalaln keegalwalialn negalral altalu 

pegalwali negeri yalng dikalji sebgali ilmu daln seni untuk mempelaljalri proses 

penggunalaln tenalgal malnusial, mulali penerimalaln hinggal pemberhentialnnyal. 

Dalpalt jugal dikaltalkaln, aldministralsi kepegalwalialn negalral merupalkaln proses 

penyelenggalral politik kepegalwalialn altalu progralm kerjal, daln tujualn yalng 

berhubungaln dengaln tenalgal kerjal malnusial yalng digunalkaln dallalm usalhal kerjal 

salmal untuk mencalpali tujualn tertentu. Aldministralsi kepegalwalialn upalyal untuk 

mendalpaltkaln pegalwali negeri sipil yalng setial kepaldal Palncalsilal daln UUD 

1945, calkalp, berkuallitals, jujur, daln disiplin dallalm meneralpkaln prinsip-prinsip 

pemerintalhaln daln pembalngunaln (Anggara, 2016). 

Secalral fungsionall, aldmnistralsi kepegalwalialn aldallalh megaltur daln 

mengurus penggunalaln tenalgal kerjal malnusial sebalgali usalhal kerjal salmal dallalm 

merumuskaln tujualn, salsalraln pokok kebijalkaln politik, daln menyusun 

orgalnisalsi untuk menyelenggalralkaln pelalksalnaln tujualn salsalraln 

pokok/kebijalkaln politik itu. Aldalpalun secalral estetikal, aldministralsi 

kepegalwalialn negalral aldallalh seni memilih pegalwali balru sertal menggunalkaln 

pegalwali lalmal dengaln calral sedemikialn rupal, sehinggal diperoleh halsil daln jalsal 

yalng malksimall secalral kualntitaltif daln kuallitaltif (Anggara, 2016). 

Aldministralsi kepegalwalialn berhubungaln dengal kinerjal supervisi 

kepegalwalialn yalng bertalnggung jalwalb altals seluruh alktivitals yalng dirumuskaln, 
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yalng memelihalral keselalralsaln daln keseralsialn alnaltalral pengalwals daln pegalwali. 

Aldalpun kebijalkaln politik pegalwali aldallalh kumpulaln alsals, alturaln, daln petunjuk 

yalng menjaldi ketentualn pokok dallalm mengaltur daln mengendallikaln 

orgalnisalsi, menjaldi pedomaln kegialtaln dallalm mengaltalkaln hubungaln dengaln 

segenalp pegalwali (Anggara, 2016). 

 

2. 2  Reformalsi Kepegalwalialn 

Reformalsi kepegalwalialn merupalkaln sub sistem dalri reformalsi birokralsi 

sehinggal berhalsil tidalknyal reformalsi kepegalwalialn alkaln menentukaln kuallitals 

birokralsi yalng sedalng berjallaln. Reformali kepegalwalialn yalng dilalkukaln 

pemerintalh indonesial sejalk talhun 1999 salmpali salalt ini belum menunjukaln 

keberhalsilalnnyal dallalm meningkaltkaln kuallitals PNS. Lalngkalh reformalsi tidalk 

semudalh memballikkaln telalpalk talngaln kalren paldal dalsalrnyal perubalhaln sistem 

halrus dibalrengi dengaln perubalhaln polal pikir daln polal budalyal alpalrtur negalral 

yalng notal bene belum memiliki kultur sebgali pemberi lalyalnaln. Secalral objektif 

reformalsi yalng dilkalukaln, paldal taltalraln rekruitmen, pelaltihaln, promosi, 

kompensalsi hinggal pemebrhentialn malsih terkendallal balnyalk hall yalng sebalgialn 

besalr terkalit dengaln kekualsalaln daln kepentingaln politik individu altalu 

kelompok tertentu (Prasojo, 2010). 

 

2. 3  Reformalsi Aldministralsi Publik 

Menurut (Robert V. Presthus, 2009): 

1. Aldministralsi Publik meliputi implementalsi kebijalkaln pemerintalh yalng 

telalh ditetalpkaln oleh sualtu baldaln-baldaln perwalkilaln politik. 
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2. Aldministralsi Publik merupalkaln kordinalsi usalhal-usalhal kelompok daln 

peroralngaln dengaln tujualn untuk melalksalnalkaln kebijalksalnalaln pemerintalh. 

Hall ini meliputi pekerjalaln sehalri-halri pemerintalh. 

3. Aldministralsi Publik secalral globall aldallalh sualtu proses yalng bersalngkutaln 

dengaln pelalksalnalaln beberalpal kebijalksalnalaln pemerintalh, pengalralhaln 

kecalkalpaln daln teknik-teknik yalng tidalk terhitung jumlalh nyal, memberikaln 

pengalralhaln daln malksud terhaldalp sejumlalh usalhal oralng. 

 

2. 4  Kelembalgalaln AlSN 

Menurut UU 05 Talhun 2014 Tentalng AlSN. 

1. Presiden selalku pemegalng kekualsalaln pemerintalhaln merupalkaln pemegalng 

kekualsalaln tertinggi dallalm kebijalkaln pembinalaln profesi, daln Malnaljemen 

AlSN. 

2. Untuk menyelenggalralkaln kekualsalaln tersebut Presiden mendelegalsikaln 

sebalgialn kekualsalalnnyal kepaldal lembalgal-lembalgal pengelolal AlSN. 

Lembalgal-Lembalgal Pengelolal Alsn 

1. Kementrialn yalng menyelenggalralkaln urusaln pemerintalhaln di bidalng 

pendalyalhgunalaln alpalraltur Negalral, berkalitaln dengaln kewenalngaln 

perumusaln daln penetalpaln kebijalkaln, koordinalsi daln sinkronisalsi 

kebijalkaln, sertal pengalwalsaln altals pelalksalnalaln kebijalkaln AlSN. 

2. KAlSN, merupalkaln lembalgal nonstrukturall daln bersifalt indenpenden yalng 

bertalnggung jalwalb lalngsung kepaldal presiden. KAlSN memiliki fungsi 

utalmal dallalm melalkukaln pengalwalsaln, khususnyal terkalit normal dalsalr, kode 

etik, kode perilalku, sistem merit, daln malnaljemen AlSN. Pengalwalsaln ini 
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jugal bertujualn untuk membinal AlSN daln melalkukaln evallualsi terkalit 

malnaljemen AlSN. Upalyal pelalksalnalaln KAlSN dilalkukaln melallui preventif 

daln represif. Upalyal preventif dilalkukaln melallui sosiallisalsi yalng bekerjal 

salmal dengaln balwalslu daln menghimbalu AlSN untuk netrall melallui 

tallkshow di raldio daln televisi. Sementalral itu, upalyal represif dilalkukaln 

berdalsalrkaln informalsi yalng malsuk dalri malsyalralkalt terhaldalp dugalaln 

pelalnggalraln malupun dalri monitoring yalng dilalkukaln sendiri oleh KAlSN.  

3. LAlN, berkalitaln dengaln kewenalngaln daln penelitialn, pengkaljialn kebijalkaln 

Malnaljemen AlSN, pembinalaln, daln penyelenggalralaln pendidikaln daln 

pelaltihaln AlSN. 

4. BKN, berkalitaln dengaln kewenalngaln penyelenggalralaln Malnaljemen AlSN, 

pengalwalsaln, daln pengendallialn pelalksalnalaln normal, stalndalr, prosedur, daln 

kriterial Malnaljemen AlSN. 

 

2. 5  Pengalwalsaln 

Pengalwalsaln dalpalt dialrtikaln sebalgali proses untuk menjalmin balhwal 

tujualn orgalnisalsi daln malnaljemen tercalpali. Ini berkenalaln dengaln calral-calral 

membualt kegialtaln-kegialtaln sesuali yalng di rencalnalkaln dengaln instruksi yalng 

telalh diberikaln dengaln prinsip-prinsip yalng telalh digalriskaln. Pengalwalsaln 

yalng (Ockler, 2021) berikut ini telalh menjelalskaln unsur-unsur ensensiall 

proses pengalwalsaln yalitu sualtu usalhal sistemaltikal untuk menetalpkaln stalndalr 

pelalksalnalaln daln tujualn-tujualn perencalnalaln meralncalng sistem informalsi, 

umpaln ballik, membalndingkaln kegialtaln nyaltal dengaln stalndalr yalng telalh 

ditetalpkaln sebelumnyal. 
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Istilalh pengalwalsaln dallalm balhalsal Indonesial alsall kaltalnyal aldallalh 

“alwals” sehingga l pengalwalsaln merupalkaln kegialtaln mengalwalsi saljal. definisi 

tentalng pengalwalsaln sebalgali berikut : “Penga lwalsaln aldallalh kegialtaln malnaljer 

yalng mengusalhalkaln algalr pekerjalaln-pekerjalaln terlalksalnalkaln sesuali dengaln 

rencalnal yalng ditetalpkaln altalu halsil yalng dikehendalki”. 

2.6 Penelitialn Terdalhulu 

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu 

No. Penulis Daln Talhun Judul Penelitialn Halsil Penelitialn 

1 (Mualmmalr Allkaldalfi 

talhun, 2018) 

“Studi PeIalksalnalaln SeIeksi 

Terbukal Jalbaltaln Pimpinaln 

Tinggi 4 Praltalmal Berbalsis 

Merit Sistem Paldal 

Pemerintalh Daleralh 

Kalbupalten Indralgiri Hilir’’ 

Halsil penelitialn balhwal PeneIitialn tentalng 

reformalsi kepegalwalialn paldal peIalksalnalaln 

seleksi pengisialn jalbaltaln tinggi praltalmal 

paldal pemerintalh daleralh Kalbupalten 

lndralgiri HiIir dilihalt dalri alspek persialpaln, 

peIalksalnalaln daln monitoring daln evalIualsi. 

secalral mekalnisme daln proseduralI teIalh 

diIalksalnalkaln sesuali dengaln yalng dialtur 

dalIalm ketentualn Permenpaln-RB No. 13 

Talhun 2014. 

2 ( Bidalng Pengkaljialn 

daln Pengembalngaln 

Sistem-Komisi 

Alpalraltur Sipil 

Negalral 

“Penilalialn Peneralpaln 

Sistem Merit Dallalm 

Malnaljemen AlSN di 

Instalnsi Pemerintalh Talhun 

2019” 

Upalyal KAlSN untuk menjallalnkaln 

kewenalngalnnyal, KAlSN telalh melalkukaln 

penilalialn peberalpaln sistem merit di 

lingkungaln kementrialn, Lembalgal 

peemrintalh Non Kementrialn daln 

pemerintalh provinsi paldal talhun 2018 

3 (Taltalng sudraljalt ) “Alnallisis tentalng fungsi, 

tugals daln wewenalng  

Komisi Alpalraltur Sipil 

Negalral Dallalm UU Nomor 

5 Talhun 2014 Tentalng 

Alpalraltur Sipil Negalral” 

Dengaln alnallisis evallualsi kebijalkaln yalng 

dilalkukaln, talmpalk balhwal fungsi, tugals 

daln wewenalngnyal kuralng kualt 

sebalgalimalnal yalng tertualng dallalm UU 

AlSN daln peralturaln perundalngaln lalinnyal. 

Ini tidalk sebalnding institusi pemerintalh 

yalng fungsi, tugals daln wewenalngnyal 

salngalt berkalitaln dengaln trwujudnyal 

pemerintalhaln meritokralsi. Untuk itu, 

direkomendalsikaln perlu pengualtaln 

kelembalgalaln, khususnyal tentalng 

wewenalng KAlSN, melallui 

penyempurnalaln UU AlSN daln regulalsi 

turunaln yalng mengalturnyal. 

4 Alnggital Chalirialh “Implementalsi sistem merit 

paldal alpalraltur sipil Negalral 

di Indonesial” 

Halsil penelitialn ini, terdalpalt beberalpal hall 

yalng direkomendalsikaln yalkni urgensi dalri 

pengalwalsaln oleh Komisi Alpalraltur Sipil 

Negalral (KAlSN) terhaldalp implementalsi 

sistem merit perlu ditingkaltkaln daln 

didukung konrol independen dalri elemen 

malsyalralkalt lalinnyal. Hall ini dimalksudkaln 
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untuk menghindalri sedini mungkin 

berbalgali bentuk pemyimpalngaln dallalm 

seleksi pegalwali alpalraltur Negalral. 

Kesaldalraln tentalng sistem merit sebalgali 

kunci keberhalsilaln dallalm penerimalaln 

pegalwali AlSN perlu ditingkaltkaln untuk 

mencalpali halsil yalng optimall. 

5 (Sonial Ivalnal 

Balrus/2022) 

“Reformulalsi Pengalturaln 

daln Pengualtaln Komisi 

Alpalraltur Sipil Negalral 

(KAlSN) sebalgali pengalwals 

Eksternall dallalm ralncalngaln 

Undalng-Undalng Alpalraltur 

Sipil Negalral” 

Ingin mengetalhui altals permalsallalhaln 

hukum dengaln menggunalkaln teori hukum 

normaltive yalng sifaltnyal doctrinall. Balhwal 

KAlSN aldallalh lembalgal pengalwalsaln 

eksternall yalng tugals, fungsi daln 

wewenalngnyal halrus diperkualt. Sallalh saltu 

upalyal memperkualt KAlSN aldallalh dengaln 

calral menalmbalh calkupaln fungsi 

pengalwalsaln. 

 

2.7 Definisi Konseptuall 

Konsep iallalh kumpulaln dalri berbalgali pengertialn yalng tersusun secalral 

otomaltis yalng mengilustralsikaln sualtu kealdalaln, kejaldialn, yalng kemudialn 

dijaldikaln sebalgali perhaltialn terhaldalp ilmu pengetalhualn sosiall. (Singarimbun, 

2004) 

1. Fungsi Pengalwalsaln 

Menurut Effendi (2014), pengalwalsaln merupalkaln fungsi 

malnaljemen yalng palling esensiall, sebalik alpalpun kegialtaln pekerjalaln talnpal 

pengalwalsaln pekerjalaln itu tidalk dalpalt dikaltalkaln berhalsil. Sedalngkaln 

menurut (fahmi, 2014) mengaltalkaln balhwal pengalwalsaln secalral umum 

dalpalt didefinisikaln sebalgali calral sualtu orgalnisalsi mewujudkaln kinerjal 

yalng efektif daln efesien, sertal lebih jaluh mendukung terwujudnyal visi daln 

misi sualtu orgalnisalsi. 

2. Jalbaltaln Pimpinaln Tinggi  

Jalbaltaln Pimpinaln Tinggi aldallalh sekelompok jalbaltaln tinggi dallalm 

instalnsi pemerintalh, dengaln kaltegori pimpinaln utalmal untuk tingkalt pusalt, 
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pimpinaln maldyal untuk tingkalt provinsi daln pimpinaln praltalmal untuk 

tingkalt kalbupalten/kotal. 

Galmpalngnyal, pimpinaln tinggi itu setalral degaln eselon II di 

kalbupalten/kotal yalng menjaldi Sekretalris Daleralh, Sekretalris DPRD, Kepallal 

Dinals, Kepallal Baldaln, Alsisten Sekretalris Daleralh daln Stalf Alhli Bupalti. 

Malsal jalbaltaln balgi JPT aldallalh 5 (limal) talhun daln sedikit-sedikitnyal 

selalmal 2 (dual) talhun. Alpalbilal sebelum malsal 2 (dual) talhun ternyaltal 

memerlukaln evallualsi, malkal PPK (Pejalbalt Pembinal kepegalwalialn) alkaln 

melalkukaln mekalnisme evallualsi sebalgalimalnal yalng dipersyalraltkaln dallalm 

alturaln perundalngaln. (Trenggalek, 2019) 

3. KAlSN 

KAlSN merupalkaln lembalgal nonstrukturall yalng malndiri daln bebals 

dalri intervensi politik yalng berfungsi mengalwalsi peneralpaln nilali dalsalr, 

kode etik, dalnk ode perilalku pegalwali AlSN sertal peneralpaln sistem merit 

dallalm kebijalkaln daln malnaljemen AlSN. Menurut dalsalr hukum 

kepegalwalialn tentalng Alpalraltur Sipil Negalral dengaln jelals dialtur dallalm 

undalng-undalng Nomor 5 Talhun 2014 tentalng Alpalraltur Sipil Negalral, 

perkembalngaln Komisi Alpalraltur Sipil Negalral (KAlSN) dallalm 

penyelenggalralaln pemerintalhaln sekalralng sebalgimalnal tujualn daln salsalraln 

talhun 2017 yalng ditetalpkaln dallalm renstral KAlSN talhun 2015-2019, KAlSN 

sebalgali lembalgal pengalwals peneralpaln sistem merit dallalm malnaljemen 

Alpalraltur Sipil Negalral telalh melalksalnalkaln pengalwalsaln secalral nalsionall 

terhaldalp implmentalsi Undalng-Undnalg Nomor 5 Talhun 2014 tentalng 

Alpalraltur Sipil Negalral. (adrie S.Sos, 2018) 
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4. Sistem Merit  

Sistem merit didefinisikaln sebgali kebijalkaln daln malnaljemen AlSN 

berdsalrkaln kuallitals, kompentensi, daln kinerjal, yalng diberlalkukaln secalral 

aldil daln waljalr talnpal diskriminalsi. Tujualm alkhirnyal aldallalh untuk 

mewujudkaln birokralsi pemerintalh yalng efesien, efektif, bersih, 

bertalnggung jalwalb daln melalyalni. (1, UU ASN Pasal) 

 

2.8  Konsep Operalsionall 

Konsep Operalsionall merupalkaln teori yalng terurali dalri valrialbel 

penelitialn dengaln tujualn yalng memperoleh halsil penelitialn balgi seluruh 

peneliti (Purwanto, 2007). 

Talbel 3.1 

Indikaltor Penelitialn 
No Konsep Indikaltor 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

Fungsi 

Pengalwalsaln 

KAlSN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistem Merit 

 

 

KAlSN berfungsi mengalwalsi pelalksalnalaln normal dalsalr, kode etik daln  

kode perilalku AlSN, sertal peneralpaln Sistem merit dallalm kebijalkaln daln 

Malnaljemen AlSN Instalnsi Pemerintalh.  

KAlSN aldallalh lembalgal yalng independen yalng sallalh saltu tugalsnyal 

mengalwalsi pelalksalnalaln alsals netrallitals pegalwali AlSN. 

KAlSN terus menerus berusalhal meningkaltkaln efektifitals 

pengalwalsalnnyal, balik secalal preventif malupun represif. 

Pengalwalsaln KAlSN secalral preventif daln represif yalitu: 

1.Preventif , dilalkukaln melallui sosiallisalsi ke instalnsi pemerintalh daln 

aldvokalsi meggunalkaln tulisaln alrtikel/aldvertoriall di medial cetalk daln 

digitall 

2. Represif, dilalkukaln lewalt pengaldualn, balik secalral lalngsung malupun 

tidalk lalngsung. 

Sistem merit aldallalh kebijalkaln daln malnaljemen Alpalraltur Sipil Negalral 

yalng berdalsalrkaln kuallifikalsi, kompetensi, daln kinerjal secalral aldil daln 

waljalr. Aldil daln Waljalr beralrti talnpal membedalkaln laltalr belalkalng politik, 

rals, walrnal kulit, algalmal, alsall usul, jenis kelalmin, staltus pernikalhaln, 

umur, altalupun kondisi kecalcaltaln. Sistem merit memiliki dual 

konsekuensi, yalkni semual jalbaltaln halrus memiliki stalndalr kompetensi 

daln seluruh pejalbalt halrus memalhalmi tugals daln talrget kerjalnyal, secalral 

kuallifikalsi AlSN bekerjal halrus memiliki kuallifikalsi sesuali bidalngnyal, 

Dengaln aldalnyal sistem merit proses penyeleksialn alkaln terselenggalral 

dengaln balik daln terjalmin kalrenal penjalringaln sumberdalyal alpalraltur 

dalpalt dilihalt dalri kompetensi palral pengisi jalbaltaln daln kuallitals kinerjal 

alpalraltur diukur dalri calpalialn - calpalialn kinerjal yalng bisal dilihalt seperti, 

SKP, balsisnyal perjalnjialn kerjal, altalu kontralk kerjal altalsaln dengaln 

balwalhaln. 

Sumber :  Bidalng pengkaljialn daln Pengembalngaln Sistem diolalh dalri Bidalng Pengaldualn 

daln Penyelidikaln-KAlSN 2019 daln Al.W. Widjaljal, 2006, Aldministralsi 

Kepegalwalialn, Raljalwalli, Balndung.  
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2.8 Keralngkal Berpikir 

Menurut (Sugiyono, 2012) Keralngkal berpikir aldallalh balgaln untuk 

menjelalskaln konsep yalng digunalkaln untuk mengalnallisis daln memecalhkaln 

malsallalh terkalit paldal penelitialn dengaln calral memalpalrkaln keterkalitaln dialntalral 

valrialbel peneltialn dengaln Indikaltor spesifik berdalsalrkaln teori daln konsep 

berkalitaln: 

Galmbalr 2.1  

Keralngkal Berpikir 

Reformalsi Kepegalwalialn 

 

UU AlSN 

 

Fungsi KAlSN 

 

Seleksi JPT P 

 

Sistem merit dallalm melalksalnalkaln JPTP 

 

Birokralsi professionall 
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BAlB III 

METODE PENELITIAlN 

 

3. 1 Lokalsi Penelitialn  

Dallalm melalncalrkaln penelitialn penulisaln proposall ini penulisaln 

melalkukaln penelitialn di lembalgal KAlSN Jl. Let. Jend. MT. Halryono Kalv. 52-

53, Palncoraln- Jalkalrtal Selaltaln - 12770 daln  melalkukaln  penelitialn secalral 

online vial  zoom,emalil,daln lalinnyal. Pelalksalnalaln penelitialn berlalngsung 

sepalnjalng 3 bulaln paldal bulaln jalnualri hinggal bulaln malret talhun setelalh 

pelalksalnalaln ujialn proposall. 

 

3. 2  Jenis daln Sumber Daltal 

Penelitialn ini merupalkaln penelitialn deskriptif kuallitaltif. Daltal kuallitaltif 

merupalkaln daltal-daltal yalng dinyaltalkaln dallalm bentuk kaltal, kallimalt daln galmbalr 

(Sugiyono, 2018)  aldalpun sumber daltal dallalm penelitialn ini aldallalh sebalgali 

berikut: 

1. Daltal Primer 

Pengertialn daltal primer daltal yalng diperoleh lalngsung dalri 

responden altalu nalralsumber. Selalnjutnyal daltal tersebut alkaln diolalh oleh 

penulis. Dallalm penelitialn ini daltal-daltal yalng penulis gunalkaln sebalgali daltal 

primer aldallalh Walwalncalral daln Dokumen. (Sugiyono, 2018) 

2. Daltal Sekunder 

Pengertialn daltal sekunder merupalkaln daltal yalng diperoleh altalu 

dikumpulkaln oleh penelitialn dalri sumber-sumber yalng telalh aldal daltal ini 

bialsalnyal diperoleh dalri perpustalkalaln altalu dalri lalporaln-lalporaln penelitialn 

terdalhulu (Hasan, 2014). 
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3.3 Teknik Pengumpulaln Daltal 

Peneliti menggunalkaln 2 teknik pengumpulaln daltal yalitu: 

Penelitialn menggunalkaln Teknik pengumpulaln daltal ini menggunalkaln 

Walwalncalral daln dokumen. 

1. Walwalncalral 

Untuk mengumpulkaln daltal daln informalsi yalng vallid daln alkuralt, 

pepengumpulaln daltal yalng diutalmalkaln untuk mendalpaltkaln daltal primer 

penelitialn alkaln melalkukaln walwalncalral kepaldal pihalk alsisten KAlSN secalral 

mendallalm kepaldal informaln yalng berkompeten yalng megetalhui tentalng  

Alnallisis  Fungsi KAlSN Dallalm Mewujudkaln Peneralpaln Sistem Merit 

Dallalm Seleksi Jalbaltaln Pimpinaln Tinggi Praltalmal Di Pemerintalh Daleralh 

Povinsi Riaul,sertal mencaltalt kejaldialn daln informalsi yalng kemudialn 

dijaldikaln sebalgali balhaln penulisaln lalporaln halsil penelitialn. (Yusuf, 2014) 

2. Dokumentalsi 

Dokumentalsi merupalkaln caltaltaln penting yalng sudalh berlallu, balhaln 

daln dokumen tertulis lalinnyal dalri caltaltaln-caltaltaln, suralt-suralt, daln foto. 

Dokumentalsi penelitialn ini berupal prosedur peralturaln-peralturaln daln 

lalporaln halsil pekerjalaln berupal foto daln dokumen elektronik untuk 

mendukung valliditals daltal (Sugiyono, 2018). 

 

3.4 Informaln Penelitialn 

Informaln penelitialn aldallalh, oralng yalng bisal memberi informalsi tentalng 

situalsi daln konsisi laltalr penelitialn, aldalpun informaln penelitialn ini 

menggunalkaln teknik purposive salmpling, yalitu teknik salmple yalng didalsalrkaln 
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altals tujualn tertentu (oralng yalng dipilih sesuali yalng memiliki kriterial sebalgali 

salmpel) informaln ini dibutuhkaln untuk mengetalhui kondisi yalng sesuali dengaln 

fenomenal Alnallisis Fungsi KAlSN Dallalm Mewujudkaln Peneralpaln Sistem Merit 

Dallalm Seleksi Jalbaltaln Pimpinaln Tinggi Praltalmal di Pemerintalh Daleralh 

Provinsi Riaul. Aldalpun sumber informaln yalng diperlukaln yalitu: 

Tabel  3.1 

informan penelitian 
Nomor Nalmal Jumlalh 

1 Ketual KAlSN 1 

2 Walkil KAlSN 1 

3 

Alsisten KAlSN 

 Bidalng peneralpaln sistem merit 

wilalyalh 1 

 Bidalng peneralpaln sistem merit 

wilalyalh 2 

 Alsisten KAlSN pengalwalsaln bidalng 

pengisialn jalbaltaln pimpinaln tinggi 

wilalyalh 1 

 Alsisten KAlSN pengalwalsaln bidalng 

pengisialn jalbaltaln pimpinaln tinggi 

wilalyalh 2 

 Pengalwalsaln bidalng peneralpaln Nilali 

dalsalr, kode etik, daln kode perilalku 

AlSN daln Netrallitals AlSN 

15 

4. Alnggotal KAlSN 7 

5 Alnggotal Pengelolal Teknologi Informalsi 1 

Sumber: struktur orgalnisalsi Kalsn.go.id/2023 

3.5 Alnallisis Daltal 

Alnallisis daltal menurut (Sugiyono, 2018) aldallalh proses mencalri daln 

menyusun secalral sistemaltis daltal yalng diperoleh dalri halsil walwalncalral, caltaltaln 

lalpalngaln daln dokumentalsi, dengaln calral mengorgalnisalsikaln daltal ke dallalm 

kaltegori, menjalbalrkaln ke dallalm unit-unit, melalkukaln sintesal, menyusun ke 

dallalm polal, memilih malnal yalng penting daln yalng alkaln dipelaljalri, sedalngkaln 

menurut (Moleong, 2017) alnallisis daltal aldallalh proses mengorgalnisalsikaln daln 

mengurutkaln daltal ke dallalm polal, kaltegori, daln saltualn uralialn dalsalr sehinggal 
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dalpalt ditemukaln temal daln dalpalt dirumuskaln hipotesis kerjal seperti yalng 

disalralnkaln oleh daltal. 

a. Reduksi Daltal 

Reduksi daltal aldallalh, mengralngkum memilih hall-hall yalng pokok, 

memfokuskaln paldal hall-hall yalng penting yalng sesuali dengaln topik 

penelitialn, mencalri temal daln polal nyal, paldal alkhirnyal memberikaln 

galmbalraln yalng lebih jelals daln mempermudalh untuk melalkukaln 

pengumpulaln daltal selalnjutnyal. Dallalm reduksi daltal alkaln dipalndu oleh 

tujualn yalng alkaln dicalpali daln telalh ditentukaln sebelumnyal. Reduksi daltal 

jugal merupalkaln sualtu proses berfikir kritis yalng memerlukaln kecerdalsaln 

daln kedallalmaln walwalsaln yalng tinggi (Sugiyono, 2018). 

b. Penyaljialn Daltal 

Daltal yalng disaljikaln dallalm bentuk deskriptif, sehinggal dalpalt 

menyalmpalikaln galgalsaln balhwal daltal disaljikaln secalral sistemaltis, penyaljialn 

daltal dilalkukaln secermalt mungkin, yalng dilengkalpi dengaln talble foto daln 

balgaln untuk membalntu peneliti dallalm memalhalmi polal yalng tepalt dallalm 

daltal daln untuk menentukaln alpal yalng perlu ditalmbalhkaln dallalm alnallisis 

(Sugiyono, 2018). 

c. Pengalmbilaln Kesimpulaln 

Penyimpulaln daltal merupalkaln balgialn alkhir dalri sualtu penelitialn 

setelalh sebelumnyal peneliti melalkukaln proses pengumpulaln daltal, reduksi 

daltal, alnallisis daln teralkhirnyal penyimpulaln dalta (Sugiyono, 2018). 
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BAlB IV 

GAMBARAN UMUM 

4.1 Komisi Aparatur Sipil Negara  

Untuk menjamin perwujudan sistem merit dalam kepegawaian, maka 

terdapat penguatan kelembagaan pengawas dan penyelenggaraan 

kepegawaian, yaitu Komisi Aparatur Sipil Negara. Berlakunya undang-undang 

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara memberikan amanat 

untuk membentuk sebuah lembaga baru yang akan mendapat delegasi 

kekuasaan Presiden dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

kebijakan dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta mewujudkan sistem 

merit, yaitu Komisi Aparatur Sipil Negara. Pasal 27 undang-undang Nomor 5 

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menyebutkan bahwa “Komisi 

Aparatur Sipil Negara merupakan lembaga non struktural yang mandiri dan 

bebas dari intervensi politik untuk menciptakan pegawai Aparatur Sipil 

Negara yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil 

dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa. 

Komisi Aparatur Sipil Negara memiliki tugas untuk menjaga netralitas 

Aparatur Sipil Negara, melakukan pengawasan atas pembinaan profesi 

Aparatur Sipil Negara dan melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan 

kebijakan manajemen Aparatur Sipil Negara kepada Presiden. Dengan adanya 

tugas Komisi Aparatur Sipil Negara untuk menjaga netralitas Aparatur Sipil 

Negara maka diharapkan Aparatur Sipil Negara dapat berkonsentrasi terhadap 

tugas dan fungsinya sebagai pelayanan masyarakat. 



31 

 

 

1. Selain tugas diatas, Komisi Aparatur Sipil Negara memiliki wewenang 

untuk Mengawasi setiap tahapan proses pengisian Jabatan Pimpinan 

Tinggi mulai dari pembentukan panitia seleksi instansi, pengumuman 

lowongan, pelaksanaan seleksi, pengusulan nama calon, penetapan, dan 

pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi mengawasi dan mengevaluasi 

penerapan asas, nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai 

Aparatur Sipil Negara; 

2. Meminta informasi dari pegawai Aparatur Sipil Negara dan masyarakat 

mengenai laporan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode 

perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara; 

3. Memeriksa dokumen terkait pelanggaran norma dasar serta kode etik dan 

kode perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara; 

4. Meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari Instansi 

Pemerintah untuk pemeriksaan laporan atas pelanggaran norma dasar serta 

kode etik dan kode perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara. 

Setiap organ pemerintahan yang berada di lingkup pemerintahan 

Indonesia yang berfungsi menjalankan roda pemerintahan dengan tanggung 

jawab dan wewenang yang diberikan negara melalui peraturan perundang-

undangan dan sebagainya seperti Pegawai Aparatur Sipil Negara haruslah 

menjalankan tugasnya dengan baik dan sempurna, tetapi yang namanya 

manusia pasti tidak luput dari kesalahan baik yang disengaja maupun tidak di 

sengaja. Maka dari itu tentu harus dibuat atau dibentuk sebuah lembaga atau 

badan hukum yang bertugas untuk mengawasi Pegawai Aparatur Sipil Negara 

tersebut, maka dari itu lahirlah Komisi Aparatur Sipil Negara. Dalam Undang-
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Undang Aparatur Sipil Negara tepatnya pada ketentuan umum menjelaskan 

tentang pengertian atau definisi mengenai Komisi Aparatur Sipil Negara, yaitu 

Komisi ASN yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga nonstruktural 

yang mandiri dan bebas dari intervensi politik.Presiden yang merupakan 

pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan dapat memberikan wewenang 

kepada KASN untuk menjalankan tugasnya. Hal tersebut selanjutnya tertera 

pada Pasal 25 ayat (2) huruf a dan b sebagai berikut: 

(2)Untuk menyelenggarakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat  (1)Presiden mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada:  

a. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

pendayagunaan aparatur negara, berkaitan dengan kewenangan perumusan 

dan penetapan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, serta 

pengawasan atas pelaksanaan kebijakan ASN;  

b. KASN, berkaitan dengan kewenangan monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan kebijakan dan Manajemen ASN untuk menjamin perwuju dan 

Sistem Merit serta pengawasan terhadap penerapan asas serta kode etik 

dan kode perilaku ASN; 

Visi KASN adalah “Terciptanya Aparatur Sipil Negara yang 

professional dan berkinerja serta memberikan pelayanan secara adil dan 

netral” Sedangkan Misi dari KASN adalah: 

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan KASN terhadap penerapan nilai 

dasar, kode etik, kode perilaku, dan netralitas Pegawai ASN.  

2. Mengawasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen SDM ASN untuk 

mewujudkan sistem merit.  
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3. Mengawasi setiap tahapan pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi 

pada instansi pemerintah. 

KASN bertujuan: 

a. Menjamin terwujudnya Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen 

ASN; 23  

b. Mewujudkan ASN yang profesional, berkinerja tinggi, sejahtera, dan 

berfungsi sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia;  

c. Mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif, 

efisien dan terbuka, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan 

nepotisme;  

d. Mewujudkan Pegawai ASN yang netral dan tidak membedakan 

masyarakat yang dilayani berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan;  

e. Menjamin terbentuknya profesi ASN yang dihormati pegawainya dan 

masyarakat; dan  

f. Mewujudkan ASN yang dinamis dan berbudaya pencapaian kinerja.  

KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan 

kode perilaku ASN,serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan 

manajemen ASN pada instansi pemerintah. 

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) merupakan lembaga 

independen nonsturktural yang lahir dari amanat Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Undang-Undang ASN) dan 

bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dasar pembentukan KASN 

adalah Keputusan Presiden Nomor 118 Tahun 2014 tentang Sekretaria, Sistem 
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dan Manajemen SDM, serta tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan 

KASN. 

Tugas KASN dituliskan di dalam Pasal 31 Undang-Undang ASN 

bahwa: 

a. Menjaga netralitas pegawasi ASN 

b. Melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN, dan 

c. Melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan menajemen 

ASN kepada presiden 

Kemudian Pasal 32 Undang-Undang ASN menuliskan KASN 

memiliki wewenang sebagai berikut: 

a. mengawasi setiap tahapan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi 

mulai dari pembentukan panitia seleksi instansi, pengumuman lowongan, 

pelaksanaan seleksi, pengusulan nama calon, penetapan dan pelantikan 

Pejabat Pimpinan Tinggi; 

b. mengawasi dan mengevaluasi penerapan asas, nilai dasar serta kode etik 

dan kode perilaku Pegawai ASN;  

c. meminta informasi dari pegawai ASN dan masyarakat mengenai laporan 

pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN; 

d. memeriksa dokumen terkait pelanggaran norma dasar serta kode etik dan 

kode perilaku Pegawai ASN; dan 

e. meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari Instansi 

Pemerintah untuk pemeriksaan laporan atas pelanggaran norma dasar serta 

kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN 
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Dalam melaksanakan pengawasan KASN berwenang untuk 

menentapkan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku ASN. Hasil 

pengawasan disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan 

Pejabat yang Berwenang (PyB) untuk ditindak lanjuti. Jika tidak ditindak 

lanjuti, KASN berwenang merekomendasikan kepada Presiden untuk 

menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang 

Berwenang yang melanggar prinsip Sistem Merit dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Berdasarkan hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti,Komisi 

Aparatur Sipil Negara merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan 

sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang 

yang melanggar prinsip Sistem Merit dan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Sanksi yang dapat dijatuhkan berupa:  

a. Peringatan;  

b. Teguran;  

c. Perbaikan, pencabutan, pembatalan, penerbitan keputusan, dan/atau 

pengembalian pembayaran;  

d. Hukuman disiplin untuk pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; dan  

e. Sanksi untuk pejabat pembina kepegawaian, sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan 
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4.2. Tujuan, Fungsi, dan Tugas KASN 

Layaknya yang telah dijelaskan diatas mengenai latar belakang 

lahirnya KASN sebenrnya merupakan cerminan dari tujuannya juga. Tetapi 

Pasal 28 UU ASN menjelaskan secara lebih terperinci apa saja yang menjadi 

tujuan dibentuknya KASN, yaitu: 

a. Menjamin terwujudnya Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen 

ASN;  

b. Mewujudkan ASN yang profesional, berkinerja tinggi, sejahtera, dan 

berfungsi sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia;  

c. Mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif, efisien 

dan terbuka, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;  

d. Mewujudkan Pegawai ASN yang netral dan tidak membedakan 

masyarakat yang dilayani berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan;  

e. Menjamin terbentuknya profesi ASN yang dihormati pegawainya dan 

masyarakat; dan 

f. Mewujudkan ASN yang dinamis dan berbudaya pencapaian kinerja. 

Selanjutnya Pasal 30 UU ASN juga telah mengemukakan fungsidari 

KASN adalah mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode 

perilaku ASN, serta penerapan Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen 

ASN pada Instansi Pemerintah.Setelah memiliki fungsi yang diperintahkan 

oleh UndangUndang maka KASN dapat menjalankan tugas-tugasnya. Berikut 

merupakan tugas-tugas KASN yang tertera pada Pasal 31 ayat (1) dan (2): 



37 

 

 

(1) KASN bertugas: 

a. menjaga netralitas Pegawai ASN;  

b. melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN; dan  

c. melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 

Manajemen ASN kepada Presiden. 

(2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KASN 

dapat: 

a. melakukan penelusuran data dan informasi terhadap pelaksanaan 

Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi 

Pemerintah;  

b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi Pegawai ASN 

sebagai pemersatu bangsa; 

c. menerima laporan terhadap pelanggaran norma dasar serta kode etik 

dan kode perilaku Pegawai ASN;  

d. melakukan penelusuran data dan informasi atas prakarsa sendiri 

terhadap dugaan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode 

perilaku Pegawai ASN; dan  

e. melakukan upaya pencegahan pelanggaran norma dasar serta kode etik 

dan kode perilaku Pegawai ASN 

4.3. Struktur Organisasi Komisi Aparatur Sipil Negara 

Susunan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dijelaskan dalam 

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil 

Negara (ASN) disebutkan bahwa: 
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Gambar 4 2  

Struktur Organisasi 

 

(1) Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terdiri atas:  

a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; 26  

b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota, dan  

c. 5 (lima) orang anggota 

(2) Dalam hal ketua KASN berhalangan, wakil ketua KASN menjalankan 

tugas dan wewenang ketua KASN. Struktur organisasi KASN tidak hanya 

ketua, wakil ketua dan anggota, tetapi juga dibantu oleh beberapa asisten 

dan pejabat fungsional, sebagai berikut:  

1. KASN dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh 

asisten dan pejabat fungsional keahlian yang dibutuhkan.  

2. Asisten KASN sebagaimana yang dimaksud, diangkat dan 

diberhentikan oleh ketua KASN berdasarkan persetujuan rapat anggota 

KASN.  



39 

 

 

3. Asisten KASN dapat berasal dari PNS maupun non-PNS yang 

memiliki kualifikasi akademik paling rendah strata dua (S2) di bidang 

administrasi negara, manajemen publik, manajemen sumber daya 

manusia, psikologi, kebijakan publik, ilmu hukum, ilmu pemerintahan, 

dan/atau strata dua (S2) di bidang lain yang berkaitan dengan 

manajemen sumber daya manusia.  

4. Asisten KASN tidak sedang menjadi anggota dan/atau pengurus partai 

politik, tidak merangkap jabatan, serta diseleksi secara terbuka dan 

kompetitif dengan memperhatikan rekam jejak, kompetensi, netralitas, 

dan integritas moral.  

5. Asisten KASN memiliki dan melaksanakan nilai dasar, kode etik 

perilaku serta diawasi oleh anggota KASN. 

6. Ketentuan mengenai syarat, tata cara pengangkatan dan 

pemberhentian, kode etik dan kode perilaku, dan pengawasan terhadap 

tugas dan tanggung jawab asisten KASN diatur dengan peraturan 

KASN 

Struktur organisasi KASN tersebut di atas merupakan amanah dari 

undang-undang, yang dibentuk berdasarkan mekanisme yang ditentukan 

oleh undang-undang. Oleh karena itu pemilihan anggota KASN melalui 

panitia seleksi yang independen tanpa ada pengaruh dari manapun. 

 

4.4. Pengaturan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Aparatur Sipil 

Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan 

Dalam mengevaluasi dan menganalisis sebuah kebijakn atau peraturan 

perundang-undangan diperlukan sebuah metode salah satunya yaitu 
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melakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap peraturan perundang-

undangan. Akan tetapi harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-

undangan masih dianggap kurang memiliki implikasi yang signifikan terhadap 

pelaksanaan peraturan perundang-undangan itu sendiri. Artinya, selama tidak 

terjadi persoalan hukum dalam tataran peraturan perundang-undangan, maka 

penyelenggara negara tidak merasa memerlukan adanya pengharmonisasian 

peraturan perundang-undangan. 

Dalam melakukan pengisian jabatan pimpinan tinggi, pemerintah telah 

merumuskan berbagai regulasi dan mekanisme untuk mengatur kebijakan itu 

semua. Peraturan terkait pengawasan pengisian jabatan pimpinan tinggi 

pratama oleh KASN sudah diatur dari tingkat undang-undang sampai pada 

peraturan daerah untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi di daerah. Dalam 

penelitian ini penulis fokus kepada daerah Provinsi Riau. 

Berikut peraturan terkait pengawasan pengisian jabatan pimpinan 

tinggi pratama oleh KASN : 

1.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

a. Pasal 108 ayat (3) menjelaskan bahwa Pengisian jabatan pimpinan 

tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan 

PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, 

kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan 

integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

b. Pasal 120 ayat (1) menjelaskan bahwa dalam pengisian Jabatan 

Pimpinan Tinggi, Pejabat Pembina Kepegawaian memberikan laporan 

proses pelaksanaannya kepada KASN.  
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c. Pasal 120 ayat (2) menjelaskan bahwa KASN melakukan pengawasan 

pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) baik berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Pejabat Pembina 

Kepegawaian maupun atas inisiatif sendiri.  

d. Pasal 120 ayat (4) menjelaskan bahwa Dalam melakukan pengawasan 

pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di Instansi Pusat dan 

Instansi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 dan Pasal 

115, KASN berwenang memberikan rekomendasi kepada Pejabat 

Pembina Kepegawaian dalam halpembentukan panitia seleksi; 

pengumuman jabatan yang lowong; pelaksanaan seleksi; pengusulan 

nama calon;penetapan calon; dan pelantikan.  

e. Pasal 120 ayat (5) menjelaskan bahwa rekomendasi KASN bersifat 

mengikat 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil 

a. Pasal 107 huruf c menjelaskan bahwa Persyaratan untuk dapat 

diangkat dalam JPT Pratama dari kalangan PNS adalah sebagai berikut 

: 66   

1) memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma 

IV;  

2) memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan 

Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan 

yang ditetapkan;  



42 

 

 

3) memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait 

dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang 

selama 5 (lima) tahun; 

4) sedang atau pernah menduduki Jabatan administrator atau JF 

jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun; 

5) memiliki rekam jejak Jabatan, integritas dan moralitas yang baik;  

6) usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan  

7) sehat jasmani dan rohani  

b. Pasal 113 menjelaskan tahapan seleksi JPT meliputi :  

1) perencanaan;  

2) pengumuman lowongan;  

3) pelamaran;  

4) seleksi;  

5) pengumuman hasil seleksi 

6) penetapan dan pengangkatan. 

c. Pasal 114 ayat (1) menjelaskan bahwa perencanaan pengisian JPT 

meliputi JPT yang akan diisi, pembentukan panitia seleksi, penyusunan 

dan penetapan jadwal tahapan pengisian JPT, penentuan metode 

seleksi dan 67 penyusunan materi seleksi dan penentuan sistem yang 

digunakan pada setiap tahapan pengisian JPT. d. Pasal 114 ayat (4) 

menjelaskan bahwa dalam membentuk panitia seleksi, Pejabat 

Pembina Kepegawaian (PPK) berkoordinasi dengan KASN 
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3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Sipil Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 

tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara 

Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah 

a. Dalam lampiran I peraturan ini dijelaskan bahwa ruang lingkup tata 

cara pengisian jabatan pimpinan tinggi di lingkungan instansi 

pemerintah meliputi pengaturan persiapan, pelaksanaan serta 

monitoring dan evaluasi penyelenggaraan promosi terbuka jabatan 

pimpinan tinggi pada instansi pemerintah pusat dan daerah. 

b. Panitian seleksi pengisian JPT dibentuk oleh Pejabat Pembinan 

Kepegawaian di instansi pusat dan instansi daerah dengan 

berkoordinasi dengan KASN 

c. Pada tahap monitoring dan evaluasi Pejabat Pembina Kepegawaian 

pusat dan daerah menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi pengisian 

jabatan pimpinan tinggi secara terbuka kepada KASN dengan 

tembusan Menteri PAN-RB bagi instansi pusat dan Menteri Dalam 

Negeri dengan Menteri PAN-RB bagi instansi daerah. 

4. Peraturan pelaksanaan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi 

pratama provinsi riau. 

Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 

Provinsi Riau, mengacu kepada produk hukum sebagai berikut: 

a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara; 
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b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 

tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 

Tentang Manajemen pegawai Negeri Sipil. 

c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2017 tentang Standar 

Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara. 

d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian 

Jabatan Pimpinan Tinggi Secara terbuka dan Kompetitif di 

Lingkungan Instansi Pemerintah. 

e. Surat Edara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2020 tentang 

Pelaksanaan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan 

Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah Dalam Kondisi 

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (COVID-

19) 

5. Mekanisme Pengawasan Proses Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi 

Pratama di Provinsi 

Pengisian JPT Pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di 

kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, 

kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas 

serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada 

tingkat nasional atau antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi. 
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Dalam proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama baik 

di pusat maupun di daerah tahapan yang harus dilakukan pertama adalah 

persiapan. Persiapan meliputi pembuatan dokumen perencanaan berbentuk 

proposal yang harus diserahkan ke KASN untuk mendapatkan rekomendasi. 

Proposal tersebut berisi jenis jabatan apa yang akan diisi dengan melihat pada 

data kepegawaian untuk memastika jabatan yang kosong dan kenapa jabatan 

tersebut kosong. 

Misalnya karena pensiun, meninggal dunia, mengundurkan diri, 

ataupun diberhentikan.kemudian memuat metode pengisian jabatan yang akan 

diisi. 

Berdasarkan Pasal 114 ayat (5) PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil menjelaskan unsur pansel berasal dari 

pejabat pimpinan tinggi terkait dari lingkungan Instansi Pemerintah yang 

bersangkutan, pejabat pimpinan tinggi dari Instansi Pemerintah lain yang 

terkait dengan bidang tugas Jabatan yang lowong dan akademisi, pakar, atau 

profesional. 

KASN akan memeriksa siapa saja pansel yang akan dilibatkan dalam 

pengisian JPT Pratama. KASN akan memeriksa siapa yang akan diseleksi dan 

siapa yang akan menyeleksi. Sesuai dengan Pasal 114 ayat (6) PP Nomor 11 

Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dituliskan syarat pansel 

sebagai berikut : 

a. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang 

tugas dan kompetensi Jabatan yang lowong; 

b. memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi 
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c. dak menjadi anggota/pengurus partai politik; dan 

d. tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan 

Kompetensi pansel salah satunya yang terpenting secara keilmuan 

(knowledge) harus memiliki manajemen sumber daya manusia.Secara 

kemampuan (skill) harus 75 memiliki kemampuan menilai seseorang. Secara 

etika (attitude) pansel harus jujur, adil dan tidak ada konflik kepentingan. 

Proposal perencanaan pengisian JPT juga berisi jadwal pelaksanaan 

seleksi dan bagaimana metode pengumuman tersedianya jabatan yang akan 

diisi. Setelah dokumen rampung maka dilakukan koordinasi dengan KASN 

bisa dengan jarak jauh yaitu melalui aplikasi yang telah diluncurkan oleh 

KASN melalui Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 7 tahun 

2016 tentang Sistem Infromasi Jabatan Pimpinan Tinggi yaitu aplikasi Sistem 

Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi (SIJAPTI). Disamping itu bisa juga 

dengan panitia yang akan melaksanakan seleksi kalau di daerah biasanya oleh 

Badan Kepegawaian Daearah (BKD), atau Pejabat Pembina Kepegawaian 

(PPK) yang datang langsung ke KASN. KASN akan memeriksa dokumen 

perencanaan tersebut, terutama melihat profil pansel melalu curiculum vitae 

(cv) yang dilampirkan apakah sesuai dengan jabatan yang akan diisi atau tidak 

dan memiliki kompetensi terkait jabatan tersebut serta kompetensi di bidang 

sumber daya manusia. 

Setelah proposal dokumen perencanaan telah selesai dievaluasi oleh 

KASN, diambil kesimpulan maka KASN akan membuat rekomendasi 

terhadap kelayakan dokumen perencanaan tersebut. Jika dokumen 
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perencanaan tersebut layak, maka atas rekomendasi kelayakan dari KASN 

pengisian jabatan dapat segera dilakukan. Kemudian di daerah tersebut akan 

segera membentuk pansel dan menentukan bagaimana mekanisme seleksi 

yang akan dipilih. Apakah melalui assement centre terlebih dahulu atau 

langsung oleh pansel. Kemudian dilanjutkan dengan mematangkan rencana 

seleksi. 

Setelah perencanaan dianggap matang maka dilakukan pengumuman. 

Pengumuman ini wajib seperti yang sudah diamanatkan dalam Peraturan 

Pemerintah terkait maupun Peraturan Menteri terkait. Pengumuman 

dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender sebelum batas akhir 

tanggal penerimaan lamaran dan harus ditanda tangani oleh ketua panitia 

seleksi atau ketua sekretariat panitia seleksi atas nama ketua panitia seleksi. 

Pengumuman dilakukan terbuka dengan ketentuan terbuka pada tingkat 

nasional atau terbuka antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi untuk JPT 

Pratama pada Instansi Daerah provinsi dan terbuka pada tingkat nasional atau 

terbuka antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi untuk JPT Pratama pada 

Instansi Daerah kabupaten/kota. Pasal 117 ayat (4) menjelaskan Pengumuman 

lowongan JPT paling sedikit harus memuat: 

a. nama JPT yang lowong; 

b. persyaratan administrasi 

c. kualifikasi dan standar kompetensi jabatan yang lowong 

d. batas waktu penyampaian berkas pelamaran 

e. tahapan,jadwal dan sistem seleksi dan 

f. alamat dan nomor telepon 
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4.5 Sistem merit 

Sistem Merit menurut disiplin ilmu merupakan suatu sistem 

manajemen kepegawaian yang menekankan pertimbangan dasar kompetensi 

bagi calon yang diangkat, ditempatkan, dipromosi dan dipensiunkan sesuai 

UU yang berlaku. Menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 

Tentang Aparatur Sipil Negara, Sistem Merit adalah kebijakan dan 

manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja 

secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, 

warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau 

kondisi kecacatan. Pemberlakukan merit sistem dalam birokrasi Indonesia 

bertujuan untuk menghasilkan ASN yang profesional dan berintegritas dengan 

menempatkan mereka pada jabatan-jabatan birokrasi pemerintah sesuai 

kompetensinya; pemberian kompensasi yang adil dan layak; mengembangkan 

kemampuan ASN melalui bimbingan  dan melindungi karier ASN dari 

politisasi dan kebijakan yang bertentangan dengan prinsip merit.  

Ada enam poin penting yang harus dicermati dari 

sistem Merit, pertama, tentang pengorganisasian perencanaan ASN didasarkan 

pada fungsi organisasi melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja, audit 

kepegawaian penyesuaian arah kebijakan nasional, Kedua, rekrutmen 

berorientasi  pada talenta terbaik, rekrutmen berbasis jabatan dan 

sertifikasi. Ketiga, Pengembangan kapasitas dalam mengarungi kesenjangan 

kompetensi dengan cara pelatihan 20 jam pertahun bagi tiap PNS, Keempat, 

Penilaian kinerja yang berkelanjutan dengan cara membentuk tim penilai 

kinerja, Kelima, Promosi dan rotasi menuju PNS yang dinamis dengan 
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cara talent mapping (melalui assesement) dan career planing (Open 

recrutment), Keenam, mengapresiasi secara layakdengan perubahan sistem 

pensiun dan sistem kompensasi yang memadai.   

Sistem merit sendiri memiliki 9 prinsip yaitu : 

1. Melakukan rekrutmen, seleksi dan prioritas berdasarkan kompetisi yang 

terbuka dan adil; 

2. Memperlakukan pegawai aparatur sipil negara secara adil dan setara; 

3. Memberikan remunerasi yang setara untuk pekerjaan-pekerjaan yang 

setara dan menghargai kinerja yang tinggi; 

4. Menjaga standar yang tinggi untuk integritas, perilaku dan kepedulian 

untuk kepentingan masyarakat; 

5. Mengelola pegawai aparatur sipil negara secara efektif dan efisien; 

6. Mempertahankan atau memisahkan pegawai aparatur sipil berdasarkan 

kinerja yang dihasilkan; 

7. Memberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi kepada 

pegawai aparatur sipil negara; 

8. Melindungi pegawai aparatur sipil negara dari pengaruh-pengaruh politis 

yang tidak pantas/tepat; 

9. Memberikan perlindungan kepada pegawai aparatur sipil dari hukum yang 

tidak tidak adil dan tidak terbuka. 

Menurut Pasal (8) Permenpan No 40 Tahun 2018, ruang lingkup 

sistem Merit meliputi : 

1. Melakukan rekrutmen, seleksi dan promosi berdasarkan kompetisi yang 

terbuka dan adil dengan menyusun perencanaan sumber daya manusia 

aparatur secara berkelanjutan. 

2. Memperlakukan Pegawai ASN secara adil dan setara. 
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3. Mengelola pegawai ASN secara efektif dan efisien. 

4. Memberikan remunerasi yang setara untuk pekerjaan-pekerjaan yang 

setara dengan memperhatikan hasil kinerja. 

5. Memberikan penghargaan atas kinerja pegawai yang tinggi. 

6. Memberikan hukuman atas pelanggaran disiplin. 

7. Menjaga standar yang tinggi untuk integritas, perilaku, dan kepedulian 

untuk kepentingan masyarakat. 

8. Menerapkan pengisian jabatan dengan uji kompetensi sesuai standar 

kompetensi jabatan yang dipersyaratkan. 

9. Memberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi kepada 

pegawai ASN. 

10. Melaksanakan manajemen kinerja pegawai untuk mencapai tujuan 

organisasi. 

11. Melindungi pegawai ASN dari intervensi politik dan tindakan 

kesewenang-wenangan. 

12. Memberikan perlindungan kepada pegawai. 

Pemberlakukan merit sistem dalam birokrasi Indonesia bertujuan untuk 

menghasilkan ASN yang profesional dan berintegritas dengan menempatkan 

mereka pada jabatan-jabatan birokrasi pemerintah sesuai kompetensinya; 

pemberian kompensasi yang adil dan layak; mengembangkan kemampuan 

ASN melalui bimbingan dan diklat; dan melindungi karier ASN dari politisasi 

dan kebijakan yang bertentangan dengan prinsip merit.  
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Implementasi 

Implementasi merit sistem dapat diwujudkan pada manajemen sejak 

perencanaan kebutuhan SDM hingga pensiun nantinya. Dalam kondisi ideal, 

penerapan merit sistem dalam manajemen ASN dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

1. Penyusunan dan penetapan kebutuhan 

Pada aspek penyusunan dan penetapan kebutuhan, merit sistem 

dapat diterjemahkan instansi dengan membuat perencanaan kebutuhan 

ASN 5 tahunan berdasarkan Anjab (Analisis Jabatan) dan ABK (Analisis 

Beban Kerja) yang dalam penyusunannya mempertimbangkan jumlah, 

pangkat, dan kualifikasi pegawai yang ada, dengan mempertimbangkan 

pegawai yang akan pensiun. 

2. Pengadaan 

Pada aspek pengadaan, merit sistem salah satunya ditunjukkan 

dengan mekanisme rekrutmen pegawai yang terbuka, transparan dan 

kompetitif. Dengan metode tersebut diharapkan SDM yang dihasilkan 

berasal dari talenta-talenta  

terbaik dan unggul. 

3. Pengembangan karier 

Merit sistem dalam aspek ini dapat berupa kebijakan/program 

pengembangan karier berdasarkan hasil pemetaan talenta melalui 

assessment, analisis kesenjangan kompetensi dan kesenjangan 

kinerja, talent pool, dan rencana suksesi berdasarkan pola karier instansi. 
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4. Promosi dan mutasi 

Merit sistem pada aspek promosi dan mutasi diwujudkan dalam 

bentuk kebijakan yang objektif dan transparan didasarkan pada kesesuaian 

kualifikasi, kompetensi dan kinerja dengan memanfaatkan Talent Pool. 

Salah satu bentuk kebijakan tersebut adalah pengisian JPT melalui seleksi 

terbuka. Melalui seleksi terbuka diharapkan dapat menghasilkan orang 

yang tepat untuk menduduki suatu jabatan sesuai kebutuhan organisasi, 

mengatasi spoil system dan jual beli jabatan, serta memberikan 

kesempatan bagi semua pegawai untuk berkompetisi. 

5. Penilaian kinerja 

Penetapan target kinerja, evaluasi kinerja secara berkala 

(berkelanjutan) dengan menggunakan metode yang obyektif, menganalisis 

kesenjangan kinerja dan mempunyai strategi untuk mengatasinya dan 

menggunakan hasil penilaian kinerja dalam membuat keputusan terkait 

promosi, mutasi dapat menjadi bentuk implementasi merit sistem. 

6. Penggajian, Penghargaan dan Disiplin 

Instansi mengaitkan hasil penilaian kinerja dan disiplin dengan 

membayar tunjangan kinerja dan memberi penghargaan kepada pegawai 

serta melakukan penegakan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku 

7. Jaminan dan pelidungan 

Instansi mempunyai program perlindungan untuk pegawai diluar 

dari jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan program pensiun 

yang diselenggarakan pemerintah nasional, serta menjamin kemudahan 

pelayanan administrasi bagi pegawai.  
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BAB VI 

PENUTUP 

6. 1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dihasilkan melalui 

wawancara dan ditunjang oleh data sekunder yang telah dikumpulkan dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Pada permasalahan yang menjadi kendala secara yuridis bagi KASN 

karena Undang-Undang ASN dan Peraturan Presiden tidak menyinggung 

sekalipun kewenangan penindakan KASN dalam hal terjadinya 

penyimpangan dalam tatanan kepegawaian. KASN hanya berwenang 

mengeluarkan rekomendasi, jika rekomendasi tidak dilaksanakan, KASN 

dapat melaporkan kepada Presiden. Sehingga hal ini menjadi anomali yang 

berujung pelemahan KASN sebagai lembaga independen. Serta 

mekanisme pengawasan terhadap pengisian JPT Pratama oleh KASN 

sudah berjalan dengan baik dengan dibuktikan adanya Sistem Informasi 

Jabatan Pimpinan Tinggi (SIJAPTI). Hal yang menjadi kendala secara 

eksternal dalam pengawasan terhadap JPT adalah tingkat kepatuhan 

Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan Pejabat yang Berwenang (PyB) 

dalam melaksanakan pengisian JPT Pratama. Dan juga kendala yuridis 

tidak adanya kekuatan secara kewenangan maupun secara kelembagaan 

sehingga perlu adanya penguatan kewenangan secara yuridis dengan 

dilakukannya revisi Undang-undang ASN dalam hal tindak lanjut dari 

rekomendasi, dan proses pengisian JPT yang tidak mematuhi mekanisme 
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yang telah ditetapkan. Kemudian dilakukan penguatan lembaga KASN 

sehingga menjadi lembaga yang independen bukan sebagai sub ordinat 

dari Kemenpan RB. Sehingga tidak menjadi anomali dan mengahambat 

proses pengawasan ASN oleh KASN. 

2. Sistem  merit  yang  diterapkan  di  Indonesia masih  belum  sepenuhnya  

berlangsung optimal  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku.  Komitmen  

dan kerja sama antara ASN dengan semua instansi dalam lingkungan 

kementerian, lembaga, pemerintah pusat maupun daerah  dalam  upaya  

mewujudkan  keberhasilan  sistem  merit  yang  akuntabel  dan  objektif. 

Sangat  penting  kerja  sama  antara  ASN  dan  semua  kementerian,  

lembaga,  pemerintahan pusat dan daerah untuk mewujudkan keberhasilan 

sistem merit di Indonesia. 

6. 2 Saran 

Berdasarkan dengan hasil penelitian tentang Analisis fungsi KASN 

dalam mewujudkan penerapan sistem merit dalam seleksi jabatan pimpinan 

tinggi pratama di pemerintah daerah provinsi riau  maka penulis menyarankan 

agar semakin terlaksan dengan baik yaitu: 

1. Peningkatan  dalam kompetensi  ASN  memerlukan  komitmen  

bersama  dari  unit  organisasi untuk  mendukung  suksesnya  

pendalaman  pengetahuan  melalui  inovasi  digital  (blended learning) 

yang  juga  penting  untuk  diimplementasikan,  baik  dalam  lingkup  

pemerintahan pusat  maupun  daerah dengan perbaikan  internal  

pemerintah  di  era industri  4.0  saat  ini  perlu  menerapkan  strategi  
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jangka  panjang  mengenai  tata  kelola pemerintahan yang dinamis 

(dynamic governance) sehingga membangun sistem merit dan tata 

kelola yang baik. 

2. Perlu dilakukannya penambahan sumber daya manusia di KASN karena 

mengingat tugas KASN yang begitu berat dan cakupan pengawasan 

yang luas. Jika memungkinkan dibentuk kantor perwakilan di beberapa 

wilayah di Indonesia untuk memudahkan kerja KASN dalam pengisian 

JPT di daerah.  
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LAMPIRAN 

Lampiran 1  

Pedoman Wawancara Kepada Asisten KASN Pengawasan Bidang 

Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah 2 

1) Apakah bentuk responsivitas yang dilakukan dalam melaksanakan 

pembentukan panitia seleksi instansi? 

2) Bagaimana bentuk pelayanan dan program dalam melaksanakan 

pengumuman lowongan jabatan pimpinan tinggi? 

3) Bagaimana tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan pelaksanaan 

seleksi jabatan pimpinan tinggi? 

4) Bagaimana cara dalam melakukan penginputan untuk pengusulan nama 

calon KASN? 

5) Bagaimana bentuk responsivitas dalam melakukan penetapan dan 

pelantikan jabatan pimpinan tinggi? 

6) Bagaimana bentuk responsibilitas dalam melaksanakan tugas 

pembentukan panitia seleksi jabatan pimpinan tinggi di instansi? 

7) Apa saja persyaratan bentuk pelayanan dan program dalam 

melaksanakan pengumuman lowongan  jabatan pimpinan tinggi? 

8) Apakah pelayanan yang diberikan sudah sesuai prosedur/persyaratan 

dalam melakukan pelaksanaan seleksi dan bagaimana prosedur 

tahapannya? 

9) Apasaja syarat administrasi dalam melakukan penginputan untuk 

pengusulan nama calon KASN? 



 

 

10) Apasaja bentuk responsibilitas dalam melakukan penetapan dan 

pelantikan jabatan tinggi? 

11) Tindakan apa yang dilakukan oleh aparatur sipil untuk melaksanakan 

pembentukan panitia seleksi instansi? 

12) Apa tindakan yang dilakukan dalam upaya bentuk pelaksanaan 

pengumuman lowongan seleksi jabatan pimpinan tinggi? 

13) Tindakan apa saja yang dilakukan untuk kelancaran penginputan dalam 

pengusulan nama calon jabatan pimpinan tinggi? 

14) Tindakan pelayanan seperti apa yang sudah mengikuti 

prosedur/persyaratan dalam pelaksanaan seleksi? 

15) Tindakan apa saja sebgai bentuk responsibilitas dalam melakukan 

penetapan dan pelantikan jabatan tinggi? 

16) Menurut Bapak/Ibu bagaimana strategi yang dilakukan KASN  untuk 

mengawasi instansi yang sedang melakukan pembentukan panitia seleksi 

Jabatan Pimpinanan Tinggi? 

17) Menurut Bapak/Ibu dalam proses pengumuman lowongan jabatan 

pimpinan tinggi apakah pengumuman lowongan sesuai dengan 

kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan? 

18) Apakah pelaksanaan seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi dilakukan 

oleh pengawasan KASN? 

19) Dalam pengusulan nama calon pimpinan tinggi pansel memilih 3 calon 

yang sesuai urutan nilai tertinggi, apakah dalam pemilihan 3 nama calon 

tersebut KASN mengawasi? 



 

 

20) Apakah waktu penyelesaian pelantikan pejabat pimpinan tinggi sesuai 

dengan ketententuan berlaku? 

21) Apakah Bapak/Ibu dalam memberikan nama calon jabatan pimpinan 

tinggi diumumkan kepada publik sudah sesuai dengan yang dipilih dan 

sesuai dengan rekomendasi pansel? 

22) Pengawasan seperti apa yang dilakukan oleh Bapak/Ibu dalam 

melakukan pelaksanaan seleksi jabatan pimpinan tinggi?  

23) Menurut Bapak/Ibu apakah dalam pelantikan jabatan pimpinan tinggi ini 

sudah sesuai dengan pengawasan dan  aturan undang-undang yang 

berlaku? 

24) Menurut Bapak/Ibu apa saja kendala yang sering dijumpai selama KASN 

melakukan pengawasan dalam melakukan setiap proses pengisian jabatan 

pimpinan tinggi?  

  



 

 

Lampiran 2 

 

DOKUMENTASI LAPANGAN DAN ONLINE 

 

Wawancara bersama Bapak Tonny Sitorus Asisten KASN Pengawasan Bidang 

Pengisian JPT Wilayah 2 

 

Wawancara bersama Bapak Tonny Sitorus Asisten KASN Pengawasan Bidang 

Pengisian JPT Wilayah 2 

 

Wawancara bersama Bapak Jeffri Firdaus arief, se (penyelenggaraan penilaian 

kompetensi) 

  



 

 

Lampiran 3 

 

Pengumuman Hasil Akhir Direktur RSJ 

 

  

 
 

 

  
 



 

 

 

SK PANSEL 



 

 

 

SK PANSEL 
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